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Abstrak
 

<b>ABSTRAK</b>

Kebijakan kota layak anak diatur dalam Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Republik

Indonesia Nomor 11 Tahun 2011, dimana kebijakan tersebut berisikan 24 indikator sebagai pemenuhan

kebijakan dan  akan diarahkan kepada tingkat level menuju kota layak anak. Salah satu kota yang ditunjuk

untuk menjadi pilot project adalah Kota Depok selain itu kebijakan Kota Layak Anak dijadikan program

andalan. Dalam mewujudkan Kota Layak Anak tentunya dimulai dari sector yang kecil terlebih dahulu yaitu

dimulai dari lingkungan keluarga lalu RT dan RW, salah satu dinas yang berperan dalam mewujudkan Kota

Layak Anak terkait lingkungan Keluarga RT dan juga RW adalah Dinas Perlindungan Anak Pemberdayaan

Masyarakat dan Kelurga Kota Depok. Dalam kebijakan Kota Layak Anak terbagi menjadi 5 kluster hak

anak dimana Dinas Perlindungan Anak Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Kota Depok merupakan

koordinator dari kluster ke 2  yaitu mengenai Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif. Dengan

adanya hal tersebut penulis tertarik untuk meneliti mengenai bagaimana peran Dinas Perlindungan Anak

Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Kota Depok dalam mewujudkna Kota Layak Anak. Pendekatan

yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif, dengan jenis penelitian deskriptif. Teknik

pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan wawancara mendalam dan studi

kepustakaan. Hasl penelitian dari peran dinas perlindungan anak pemberdayaan masyarakat dan keluarga

kota depok dalam mewujudkan Kota Layak Anak adalah: 1) Kurang Komitmen dari pemimpin, 2)

koordinasi yang kurang antar dinas dan lembaga lain, 3) sosialisasi yang dilakukan tidak secara berkala, 4)

Sumber Daya Manusia yang masih kurang memadai

<hr>

<i><b>ABSTRACT</b>

Child-friendly city policy is regulated in the Republic of Indonesia Minister of Women Empowerment and

Child Protection Decree Number 11 of 2011, where the policy contains 24 indicators as the policy's

fulfillment and will be directed to the level towards child-friendly city.  One of the cities designated to

become the pilot project is the City of Depok, where the   Child-friendly City policy has become the

mainstay program.  In realizing Child Friendly City, it should certainly starts from a small sector first,

starting from the family environment then the neighborhood association (RT) and community association

(RW), one of the agencies that plays a role in realizing Child Friendly City related to the family

neighborhood association environment as well as the community association is the Child Protection,

Community and Family Empowerment Agency of Depok City. In the child-friendly city policy, the rights

are divided into 5 clusters, where the Child Protection,Community and Family Empowerment Agency of

Depok City is the coordinator of the second cluster, namely on the Family Environment and Alternative

Parenting.  With this in mind the author is interested in researching on how the role of the Department of

https://lib.ui.ac.id/detail?id=20506364&lokasi=lokal


Child Protection, Community and Family Empowerment Agency of Depok City in realizing Child Friendly

City.  The approach used in this research is a qualitative approach, with descriptive research type.  Data

collection techniques used in this study were in-depth interviews and literature study.  The results of the

research on the role of the child protection, community and family empowerment agency of Depok City : 1)

the Lack of Commitment from leaders, 2) the lack of coordination between agencies and other institutions,

3) inconstant socialization, 4) Inadequate Human Resources.</>


